JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AslAN) ISSN  :2338-9567
VOL. 10 NO. 2 (September 2022) E-ISSN : 2746-8178
DOl : 10.47828/jianaasian.v10i2.118

Apakah Partisipasi Masyarakat Dapat Mencegah Korupsi ?

Shadu Satwika Wijaya®

Jurunsan Administrasi Publik, Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik,
Universitas Jenderal Soedirman
JL HR Bunyamin 993 Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53122

ARTICLEINFO

Article history:

Received 22/08/2022

Received in revised form 11/10/2022
Accepted 03/11/2022

Abstract

The Indonesian government has developed policies aimed at encouraging village governments to learn
to do business. Through the allocation of funds given to the village government, it is hoped that the
village can develop a village-owned business. In its development, village governments in Indonesia
have responded well to this policy, so that currently many villages have business units. However, as a
public business, it is necessary to ask whether the village business has been carried out in an
accountable manner. Therefore, this study aims to analyze the accountability system of village
business management in Indonesia. This study uses a public governance approach, because village
businesses use public funds, so public involvement is very important in its management. This research
was conducted using quantitative methods, targeting BUMDes in Banyumas. The results of the study
show how public participation can prevent corruption.

Keywords: Public Participation, Public Governance Capacity, Corruption Prevention.
Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang bertujuan mendorong pemerintah desa
untuk belajar berbisnis. Melalui alokasi dana yang diberikan kepada pemerintah desa, diharapkan
desa dapat mengembangkan sebuah bisnis milik desa. Pada perkembangannya, pemerintah desa di
Indonesia telah merespon dengan baik adanya kebijakan tersebut, sehingga saat ini telah banyak
desa-desa yang memiliki unit bisnis. Namun sebagai bisnis publik, perlu dipertanyakan apakah bisnis
desa tersebut telah dilaksanakan secara akuntabel. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan
menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan bisnis desa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
pendekatan public governance, karena bisnis desa menggunakan dana masyarakat, sehingga
keterlibatan publik menjadi sangat penting dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode kuantitatif, dengan sasaran BUMDes di Banyumas. Hasil penelitian
menunjukkan bagaimana apakah partisipasi masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kapasitas Governansi Publik, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan
Korupsi..
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PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan kepercayaan
publik terhadap kinerja keuangan
pemerintah merupakan fokus yang
strategis dalam pengelolaan keuangan
negara (Hill & Hupe, 2013). Kondisi
tersebut juga dihadapi desa pada saat
ini. Mewujudkan akuntabilitas publik
menjadi tantangan terberat akibat
desentralisasi fiskal yang begitu besar
kepada desa. Saat ini pemerintah
daerah tengah mendorong pemerintah
desa untuk memanfaatkan dana desa
melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Istilah BUMDes muncul
pertama kali melalui Peraturan
Pemerintah (PP) No 72/2005 tentang
pemerintahan desa. Upaya tersebut
kemudian dipertegas melalui Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Pengelolaan BUMDes kemudian
diatur secara lebih rinci melalui
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi RI No 4 tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan
wadah usaha desa yang memiliki
semangat kemandirian, kebersamaan,
dan kegotong-royongan antara
pemerintah desa dan masyarakat
untuk mengembangkan aset-aset lokal
guna memberikan pelayanan dan
meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat dan desa. Hal tersebut
akan berimplikasi pada akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan
kekayaan desa. Pengelolaan kekayaan
desa melalui BUMDes telah dilakukan
oleh sejumlah desa di Kabupaten
Banyumas. Pada saat ini telah berdiri
126 BUMDes dari 301 desa di
Kabupaten Banyumas. Dari 126
BUMDes 99 di antaranya berstatus
Dasar, 25 berstatus tumbuh da 2
lainnya berstatus berkembang. Dengan
besarnya potensi keuangan desa, maka
tidak menutup kemungkinan adanya

peluang terjadinya korupsi. Untuk itu,
artikel ini berupaya untuk
mendeskripsikan partisipasi
masyarakat dalam akuntabilitas publik
pada BUMDes dengan status Dasar,
Tumbuh, Berkembang dan Maju.

Korupsi dapat diartikan ke
dalam beragam macam pemahaman
karena selama ini terdapat beragam
macam pandangan dari pakar tentang
pengertian dari korupsi itu sendiri.
Kajian ini akan mencoba mengutip
pendapat Klitgaard (2020) tentang
korupsi yang membuat persamaan
sederhana untuk menjelaskan
pengertian korupsi.

C=M+D-A

Keterangan:

C :Corruption atau Korupsi

M : Monopoly atau Monopoli

D :Discretion atau Keleluasaan

A :Accountability atau Akuntabilitas

Persamaan di atas menjelaskan
bahwa korupsi hanya bisa terjadi
apabila seseorang atau pihak tertentu
mempunyai hak monopoli atas urusan
tertentu serta ditunjang oleh diskresi
atau keleluasaan dalam menggunakan
kekuasaannya, sehingga cenderung
menyalahgunakannya, namun lemah
dalam  hal  pertanggungjawaban
kepada publik. Terkait dengan hal
tersebut, terdapat beberapa macam
jenis korupsi yang kerap terjadi, antara
lain : (1) Korupsi yang sifatnya
penyelewangan dan merugikan
keuangan negara, (2) Korupsi karena
kesalahan administrasi, (3) Korupsi
karena terpaksa (kepepet) karena
penghasilan yang tidak mencukupi
hidup atau indeks biaya kegiatan dinas
yang tidak dengan pengeluaran riil
(Bac, 1998; Gromov, 2019; Heo, 2018;
Lewis, 2021; Sartor & Beamish, 2020;
Uberti, 2022). Untuk itu, dengan

482



Jurnal llmu Administrasi Negara (AsiAN) Vol. 10 No. 2 Tahun 2022

mekanisme horizontal akan mampu
mencegah dan mengendalikan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian diakukan dengan
metode metode Kkuantitatif yang
didukung dengan teknik indept
interview. Sasaran penelitian ini
adalah keseluruhan BUMDes di
Kabupaten Banyumas yang berjumlah
126 BUMDes. Teknik pengumpulan
data menggukanan sensus, sehingga
jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 126 BUMDes. Responden
penelitian adalah unsur Pengelola
BUMDes dari setiap desa sampel
masing-masing 1 responden.
Instrumen peneitian yang
dipergunakan adalah  Kuesioner.
Teknik analisis data disesuaikan
dengan tujuan-tujuan dalam
penelitian (Creswell & Creswell,
2018). Untuk menjawab tujuan
penelitian digunakan teknik analisis
distribusi frekuensi dengan tabulasi
silang.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Dalam paradigma governance,
peran sentral masyarakat menjadi
sangat utama. Terjadi reposisi
peranan publik, dari sekadar menjadi
obyek berubah menjadi subyek yang
aktif terlibat dalam public affairs.
Oleh karena ity, dalam
mengoptimalkan peranan publik,
organisasi publik juga dituntut untuk
semakin terbuka, dengan membuka
akses seluas-luasnya bagi peran serta
publik khususnya dalam menjamin

akuntabilitas organisasi tetap
berjalan. Penelitian mencoba
meninjau  lebih  jauh  tentang
partisipasi masyarakat dalam

akuntabilitas publik pada BUMDes
dengan status Dasar, Tumbubh,
Berkembang dan Maju. Tabel berikut
memuat hasil yang mendeskripsikan
hal tersebut.

Tabel 1.
Tabulasi Silang Aksesibilas Masyarakat Desa
terhadap Laporan Kinerja Bumdes

Status BUMDes
. 5 Z
Indikator s & 3 .%
g 5 § =
=X
o
m
Akses Tidak
masyarakat ada 0 0 0 0
desaterhadap Kurang 99 0 0 0
laporan kinerja  Cukup
BUMDes besar 25 00
Sangat 0 2 0
besar

Sumber: data primer diolah, 2021.

Data di atas menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam
akuntabilits publik pada BUMDes
berstatus dasar tergolong kurang,
pada BUMDes berstatus tumbuh
tergolong cukup besar dan pada
BUMDes  berstatus  berkembang
tergolong sangat besar. Data tersebut
memberikan deskripsi bahwa secara
umum, dijumpai kurangnya tingkat
aksesibilas masyarakat desa terhadap
laporan kinerja BUMDes. Kurangnya
aksesibilitas ini terjadi akibat kurang
terbukanya akses informasi terkait
BUMDes bagi masyarakat desa.
Mekanisme yang ada adalah forum
musyawarah desa, di luar itu belum
tersedia mekanisme keterbukaan
akses informasi terkait Kkinerja

BUMDes bagi masyarakat.

Data tersebut juga
memberikan informasi bahwa
terdapat  perbedaan  partisipasi

masyarakat di antara beberapa status
BUMDes, yang dapat ditinjau dari

aksesibilitas masyarakat pada
laporan  kinerja BUMDes. Pada
BUMDes  berstatus  berkembang

masyarakat cenderung lebih dapat
mengakses laporan kinerja BUMDes,
sementara pada BUMDes berstatus
tumbuh masyarakat cenderung cukup
dapat mengakses laporan Kkinerja
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BUMDes dan pada BUMDes berstatus
dasar masyarakat cenderung kurang
dapat mengakses laporan kinerja
BUMDes. Dari data tersebut dapat
ditarik  proposisi minor bahwa
semakin tinggi status BUMDes, maka
semakin mudah akases masyarakat
terhadap laporan kinerja BUMDes.

Tabel 2.
Keterlibatan masyarakat desa dalam
mekanisme pertanggung-jawaban BUMDes

Status BUMDes

o0
: . 5 £
Indikator s 5 3§ .(%

g E § =
=
(]
[aa)]
Keterlibatan Tidak
masyarakat ada 50 0 0
desa dalam Kurang 49 0 0 O
mekanisme Cukup
pertanggungja  besar 25 00
waban Sangat
BUMDes besar 0 2.0

Sumber: data primer diolah, 2021.

Data di atas menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam
akuntabilits publik pada BUMDes
berstatus dasar cenderung kurang
bahkan tidak ada, sementara pada
BUMDes berstatus tumbuh tergolong
cukup besar dan pada BUMDes
berstatus berkembang cenderung
sangat  besar. Data  tersebut
memberikan deskripsi bahwa secara
umum, dijumpai rendahnya
keterlibatan masyarakat desa dalam
mekanisme pertanggungjawaban
BUMDes. Keterlibatan yang rendah
ini terjadi akibat terbatasnya ruang-
ruang publik bagi masyarakat desa
untuk terlibat aktif dalam meninjau
pertanggungjawaban pengelolaan
BUMDes. Forum yang tersedia saat ini
melalui forum rapat desa yang
diselenggarakan minimal satu tahun
sekali. Forum tersebut dihadiri unsur
pemerintah desa dan perwakilan
unsur BPD (Badan Permusyawaratan
Desa). Mekanisme

pertanggungjawaban tersebut telah
berjalan rutin, namun, di luar itu
belum tersedia mekanisme
keterbukaan bagi masyarakat desa
untuk terlibat dalam mekanisme
pertanggungjawaban pengelolaan
BUMDes.

Data tersebut juga
memberikan informasi bahwa
terdapat  perbedaan  partisipasi
masyarakat di antara beberapa status
BUMDes, yang dapat ditinjau dari
Keterlibatan masyarakat desa dalam
mekanisme pertanggungjawaban
BUMDes. Pada BUMDes berstatus
berkembang keterlibatan masyarakat
cenderung sangat besar dalam
mekanisme pertanggungjawaban
BUMDes, sementara pada BUMDes
berstatus tumbuh keterlibatan
masyarakat cenderung cukup besar
dalam mekanisme
pertanggungjawaban BUMDes dan
pada BUMDes berstatus dasar
keterlibatan masyarakat cenderung
kurang bahkan tidak ada dalam
mekanisme pertanggungjawaban
BUMDes. Dari data tersebut dapat
ditarik proposisi minor bahwa
semakin tinggi status BUMDes, maka
semakin tinggi keterlibatan
masyarakat dalam mekanisme
pertanggungjawaban BUMDes.

Tabel 3.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
BUMDes
Status BUMDes
. 5 &
Indikator s 2 8 .%
g E § =
T3
/M
Keterlibatan Tidak 9% 0 0 0
masyarakat ada
dalam Kurang 0 0 0 0
pengawasan Cukup
BUMDes besar 25 10
Sangat 0 1 0
besar

Sumber: data primer diolah, 2021.
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Data di atas menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam
akuntabilits publik pada BUMDes
berstatus dasar cenderung tidak ada,
sementara pada BUMDes berstatus
tumbuh tergolong cukup besar dan
pada BUMDes berstatus berkembang
cenderung sangat besar. Data
tersebut  memberikan  deskripsi
bahwa secara umum, telah dijumpai
rendahnya keterlibatan masyarakat
desa dalam proses pengawasan
BUMDes. Keterlibatan yang rendah
ini terjadi akibat terbatasnya peranan
masyarakat dalam  pengawasan
BUMDes. Pengawasan BUMDes saat
ini didominasi oleh unsur pemerintah
desa, namun, di luar itu belum
tersedia mekanisme bagi masyarakat
untuk turut serta terlibat dalam

proses pengawasan jalannya
pengelolaan BUMDes.

Data tersebut juga
memberikan informasi bahwa
terdapat  perbedaan  partisipasi

masyarakat di antara beberapa status
BUMDes, yang dapat ditinjau dari
keterlibatan =~ masyarakat  dalam
pengawasan BUMDes. Pada BUMDes
berstatus berkembang keterlibatan
masyarakat cenderung sangat besar
dalam pengawasan BUMDes,
sementara pada BUMDes berstatus
tumbuh  keterlibatan = masyarakat
cenderung cukup besar dalam
pengawasan BUMDes dan pada
BUMDes berstatus dasar cenderung
tidak terdapat keterlibatan
masyarakat dalam  pengawasan
BUMDes. Dari data tersebut dapat
ditarik proposisi minor bahwa
semakin tinggi status BUMDes, maka

semakin tinggi keterlibatan
masyarakat dalam  pengawasan
BUMDes.

Berdasarkan tabel di atas
dapat diketahui bahwa secara umum
kapasitas masyarakat desa belum
optimal. Hal tersebut disebabkan
karena pihak pengelola sebagian

besar belum menyediakan
mekanisme akuntabilitas formal yang
melibatkan masyarakat secara luas.
Forum pertanggungjawaban
pengelolaan bisnis desa dilakukan
hanya melalui musyawarah desa yang
diinisiasi oleh lembaga desa. Forum
musyawarah desa biasanya hanya
dihadiri oleh pemerintah desa,
lembaga desa, dan wakil tokoh
masyarakat. Dengan demikian
akuntabilitas  horinsontal = belum
secara optimal dilakukan oleh
pengelola  bisnis desa kepada
masyarakat desa secara luas. Hal
tersebut juga diakui oleh pihak
pengelola yang masih  belum
menemukan cara yang tepat agar
masyarakat desa memiliki akses yang
baik terhadap laporan
pertanggungjawaban pengelolaan
bisnis desa. Keterlibatan masyarakat
desa masih dalam bentuk forum-
forum informal. Pelibatan masyarakat
dan penyampaian informasi terkait
pelaporan  pengelolaan = BUMDes
kepada masyarakat desa juga
disampaikan dalam forum-forum
informal masyarakat desa. Pemangku
kepentingan tidak hanya mengubah
peran auditor tetapi juga mengurangi
perdebatan dengan memungkinkan
melibatkan lebih banyak pihak dalam
masyarakat untuk menambahkan
kredibilitas terhadap proses
akuntabilitas  publik.  Pergeseran
pemahaman tentang akuntabilitas,
dari akuntabilitas fungsional ke
akuntabilitas sosial (Clithero-Eridon
et al.,, 2020). Tujuannya adalah untuk
memberi kontribusi pada penerapan
prinsip-prinsip akuntabilitas,
terutama pertanggungjawaban ke
bawah kepada para penerima
manfaat. Dalam pandangan mereka
kemitraan antara organisasi publik
dan masyarakat dalam konteks
akuntabilitas masih bersifat retorika
yang belum berubah menjadi
kenyataan. Dalam pandangan
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Loozekoot and Dijkstra (2015: 7)
Akuntabilitas finansial dan anggaran
publik telah banyak dipergunakan di
negara berkembang untuk
mengevaluasi kinerja sistem
manajemen keuangan publik.
Akuntabilitas di bidang pengeluaran
dan finansial perlu memperhatikan
mekanisme akuntabilitas horizontal,
di samping faktor lain yang bersifat
vertikal.

Dominasi unsur pemerintah
desa yang masih tinggi
mengakibatkan terbatas dan
terhambatnya aksi korporasi BUMDes
dalam menghimpun segenap potensi
desa. Hal ini menunjukkan bahwa
terjadi perilaku yang tidak sesuai
dengan etika dalam berbisnis. Etika
bisnis yang demokratis yang
melambangkan kondisi di mana
masyarakat memegang perusahaan
untuk mempertanggungjawabkan
tindakan mereka. Etika ini
mengalihkan kekuasaan dari pusat
kekayaan dan modal terorganisir
(dalam hal ini APBDes),
mengembalikannya ke tempat yang
demokratis secara demokratis
bersama masyarakat dan dengan
masyarakat. Asas voluntarisme tetap
ada dan diperlukan dalam
pengelolaan suatu social business
(Sabatier et al, 2017; Yunus et al,
2010). Hal ini disebabkan, kegiatan
bisnis sosial semacam itu tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan
masyarakat setempat (Sabatier et al,,
2017; Yunus et al.,, 2010). Selain itu,
diperlukan  kejelasan = mengenai
mekanisme intervensi pemerintah
dalam pengelolaan social business.
Dengan semakin besarnya
tanggungjawab desa dalam mengelola
dana desa, maka diperlukan
perubahan-perubahan dalam
pengelolaanya. Privatisasi adalah
kunci bagi keterbatasan dan kebaikan
pemerintah (Estrin & Pelletier, 2018;
Jones, 2015; Mosley, 2011; Seno,

2020; Vickers & Yarrow, 2012).
Sabatier (2017) mengemukakan
bahwa selain tantangan inovasi
model bisnis yang biasa, model bisnis
sosial harus mempertimbangkan
semua pemangku kepentingan dan
menentukan keuntungan sosial yang
diharapkan. Hasil penelitian telah
menunjukkan bahwa BUMDes telah
mempertimbangkan keterlibatan
seluruh  pemangku  kepentingan
khususnya masyarakat desa melalui
forum-forum diskursus dan
musyawarah. Walaupun masyarakat
pedesaan  tidak  mengendalikan
semua kondisi yang mempengaruhi
mereka, mereka memiliki
kemampuan untuk menyesuaikan diri
dengan beberapa fitur struktural,
yang mengandung arti bahwa
terlepas dari tantangan sosial dan

ekonomi, = masyarakat pedesaan
mendapatkan keuntungan dari usaha
sosial pedesaan dengan

mempraktikkan kapasitas adaptif.
Besarnya potensi pendirian
BUMDes, tidak diimbangi dengan
akuntabilitas publik yang memadai.
Akuntabilitas BUMDes baik secara
vertikal dan horizontal masih
tersentral kepada pemerintah desa.
Hal ini menunjukkan peranan sentral
dan dominasi pemerintah desa
khususnya kepala desa dalam proses
pengelolaan BUMDes. Hal ini
menunjukkan  terjadinya  defisit
akuntabilitas, karena masih dijumpai
tidak berfungsinya beberapa
mekanisme akuntabilitas yang telah
ditetapkan (Bovens et al, 2014;
Crack, 2013; Donais & Tanguay, 2021;
Fontaine et al., 2018; Han, 2020; Han
& Tang, 2021; Kurniasih et al,, 2017;
Li et al,, 2022; van Osch et al., 2021).
Untuk itu, mekanisme akuntabilitas
dalam pengelolaan BUMDes perlu

diarahkan =~ menuju  optimalisasi
kapasitas stakeholders melalui
pendekatan governance yang

memungkinkan banyak kelompok
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dan kepentingan yang terlibat secara
langsung dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik
(Cunningham, 1972; Klijn &
Koppenjan, 2015; Knaggard, 2015).
Melalui pendekatan ini menekankan
pula pentingnya keterlibatan banyak
stakeholders ~ yang  dimaksudkan
untuk  mewakili  publik, untuk
berdebat sebagai legitimasi proses
musyawarah, setiap anggota harus
memposisikan  forum di  luar
kepentingan partisan (O’doherty et
al,, 2012, O’Doherty,  2017).
Masyarakat desa  dengan ciri
gemeinschaft pada dasarnya telah
memiliki potensi kebersamaan dalam
kehidupannya. Untuk itu, dalam
memenuhi potensi demokratis di
masyarakat desa, pemerintah lokal
perlu mendorong konektivitas
demokratis dan konektivitas politik
yang lebih besar antara forum
partisipatif dan ruang publik yang
lebih luas (Ercan dan Hendriks,
2013). Mekanisme akuntabilitas
dalam pengelolaan BUMDes perlu

diarahkan =~ menuju  optimalisasi
kapasitas stakeholders melalui
pendekatan  governance.  Melalui
pendekatan ini diharapkan
akuntabilitas publik lebih mengarah
pada keterlibatan segenap
stakeholders ~ dalam  pengelolaan

kekayaan publik masyarakat desa.

KESIMPULAN

Peranan pemerintah harus
terus diimbangi dengan keterlibatan
sektor lain, sebagai mekanisme
akuntabilitas. Hasil penelitian telah
menunjukkan bahwa semakin tinggi
status BUMDes, maka akan semakin
tinggi pula kapasitas
akuntabilitasnya. Artinya, partisipasi
masyarakat yang besar akan
meningkatkan akuntabilitas
organisasi publik dan sebaliknya
kapasitas Kketerlibatan publik yang
rendah, akan membawa peluang

monopoli atau dominasi. Hasilnya,
akuntabilitas hanya akan berjalan
satu arah, yaitu dari unsur
pemerintah itu sendiri. Untuk itu,
mekanisme  akuntabilitas  dalam
pengelolaan organisasi publik perlu
diarahkan menuju penguatan
kapasitas  partisipasi masyarakat
dalam kerangka governance di antara
stakeholders yang memungkinkan
banyak kelompok dan kepentingan
yang terlibat, sehingga dapat
menciptakan akuntabilitas hanya
yang berjalan dua arah secara
horisontal.
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